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Dalam pelaksanaan pengenaan pajak PPh dan BPHTB, yang dikenakan sehubungan dengan peralihan hak
atas tanah dan/atau bangunan, maka N'AT maupun Pejabat L elang yang memiliki tugas dan peran ubtuk
mengamankan pemasukan dari PPh dan BPHTB tersebut menghadapi berbagai kendal alhambatan.

Kendal alhambatan tersebut berkaitan dengan masalah penerapan hukumnya, SSP dan SSB palsu, serta tidak
segera dibuatnya BPHTB yang merupakan kewajiban Pemenang Lelang (Wajib Pagjak). Sebagaimana
diketahui bersama, pada saat ini pemerintah Indonesia berencana meningkatkan jumlah pendapatan yang
berasal dari pgjak (pada RAPBN 2003), karenanya pendapatan dari sektor pajak, terutama PPh dan BPHTB,
harus dapat dioptimalkan sehingga dapat mencukupi rencana pemasukan dari sektor pajak bagi APBN di
Tahun Anggaran 2003, dan Tahun-tahun Anggaran berikutnya, dan pada akhirnya dapat membuat negaraini
sedikit demi sedikit terlepas dari ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Kendalalhambatan ini bersitan erat dengan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Pajak oleh Direktorat
Jenderal Pgjak maupun oleh Pemerintiah Daerah setempat di mana Objek Pajak terletak. Jika Pengawasan
Pajak dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan (Undang-undang
mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan/UU KUP dan Kitab Undang-undang Hukum
Pidana/KUHP), maka dapat diharapkan bahwa segala bentuk hambatan tersebut, paling tidak dapat
diminimalkan, untuk tidak mengatakan menjadi ditiadakan sama sekali. Karena pelaksanaan Pengawasan
Pajak tidak berjalan secara efektif dan efisien menyebabkan terjadinya potensi kerugian negara terhadap
masuknya pajak PPh dan BPHTB menjadi meningkat.

Dengan demikian pengawasan yang merupakan tanggungjawab Direktorat Jenderal Pajak maupun
Pemerintah Daerah setempat di mana Objek Pajak berada, dapat melaksanakan pengawasan sebagaimana
mestinya, baik dengan meningkatkan sumber daya manusia-nya, maupun penegakan hukum-nya (law
enforcement) yang harus dilaksanakan dengan tegas dan tidak membedakan oknum pelakunya.
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